


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODERASI BERAGAMA DI DESA 
 

Penulis: 

Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP. 

 

Desain Cover: 

Helmaria Ulfa 

 

Sumber Ilustrasi: 

www.freepik.com 

 

Tata Letak: 

Handarini Rohana 

 

Editor: 

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP. 

Dr. Yayan M. Royani, S.H.I., M.H. 

 

ISBN: 

978-623-459-773-8 

 

Cetakan Pertama: 

Oktober, 2023 

 

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang 

by Penerbit Widina Media Utama 

 

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 

seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 

 

PENERBIT: 

WIDINA MEDIA UTAMA 

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas 

Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 

 

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020 

Website: www.penerbitwidina.com 

Instagram: @penerbitwidina 

Telepon (022) 87355370 

 



 

iii 

 
 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, 

karunia dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

buku yang berjudul “Moderasi Beragama di Desa” sesuai dengan rencana 
awal. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada yang mulia Nabi 

Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat hingga kepada umat Beliau 

sampai akhir zaman. 

Buku ini mengkaji mengenai penerapan moderasi beragama di desa yang 

mana banyak desa saat ini dihuni oleh masyarakat yang heterogen, sehingga 

dalam proses perkembangannya menjadi penting untuk membangun nilai-

nilai pemersatu yang mampu merangkul semua masyarakat dari latar 

belakang yang berbeda untuk kemudian saling menghormati dan menghargai 

perbedaan yang ada, serta bersama-sama bergotong-royong dalam 

menyukseskan pembangunan desa guna mewujudkan tatanan masyarakat 

madani yang harmonis, inklusif, adaptif, moderat dan berperadaban. 

Buku ini dibiayai melalui skema Penelitian, Publikasi Ilmiah dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Kementerian Agama Republik 

Indonesia, Satker UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Anggaran 2023. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Rektor dan Para 

Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kepala Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung beserta dengan jajarannya, kepada para informan baik dari unsur 

akademisi, unsur pemerintah, maupun unsur masyarakat yang sudah 

bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, serta kepada pihak-pihak 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam 

keseluruhan proses penelitian dan penulisan buku ini.  

Harapan dari adanya buku ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam menyusun 

kerangka pengembangan desa-desa yang berbasis pada nilai-nilai moderasi 

beragama, sehingga upaya membangun desa yang harmonis, inklusif, adaptif 

dan moderat dalam bingkai heterogenitas masyarakat dapat terwujud sesuai 

dengan harapan bersama.  

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 

itu saran dan kritik membangun senantiasa penulis harapkan guna perbaikan 

di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 
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pengembangan ilmu, khususnya mengenai konsep moderasi beragama dan 

bagi para pembaca yang budiman. 
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DESA DALAM BINGKAI  

MODERASI BERAGAMA 

 
Moderasi beragama dalam konteks desa melalui kajian ini tidak 

diposisikan sebagai suatu nilai baru yang dalam tahap awal coba diterapkan 

oleh institusi pemerintah desa, sehingga nilai-nilai moderasi beragama akan 

terlembagakan dalam instrumen kebijakan secara top-down yang mana para 

pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi bagian dari aktor kebijakan 

moderasi beragama yang terikat dengan kedudukan dan perannya masing-

masing. 

Hal ini dilakukan selain menghindari biasnya pengukuran hasil 

pelaksanaan kebijakan yang belum tentu memiliki kejelasan output, outcome, 

serta dampak kebijakannya, juga dilakukan untuk menghindari distorsi nilai-

nilai moderasi beragama yang hanya akan menjadi norma-norma formal 

semata, padahal nilai dan budaya di desa sejak dahulu dibentuk melalui 

interaksi sosial asosiatif dari masyarakat yang melahirkan kesepahaman 

komunal yang disepakati untuk dipraktikkan secara bersama-sama.  

Moderasi beragama sekalipun memiliki nilai-nilai universal yang dapat 

diterapkan di berbagai tempat, namun dalam konteks desa penerapannya 

akan dihadapkan kepada batasan ruang, waktu dan dimensi lokal desa. 

Didasarkan pada pemahaman tersebut, penyajian elaborasi nilai-nilai 

universal moderasi beragama melalui nilai dan budaya lokal yang telah 

tumbuh dan berkembang menjadi kearifan lokal di desa menjadi solusi untuk 

diadopsi dalam penerapan moderasi beragama di desa, hal ini didasarkan 

pada alasan bahwa memasukkan nilai-nilai moderasi beragama sebagai 

sebuah konsep universal yang utuh dan baru tidak hanya akan membuka 

peluang perdebatan di tingkat desa, tetapi juga peluang adanya penolakan, 
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MENEMUKENALI KEBERAGAMAN DI DESA 

 
Desa awalnya dibentuk dalam satuan kelompok kecil dengan karakteristik 

yang homogen, seiring dengan perkembangan zaman, desa banyak 

mengalami perubahan yang mana banyak desa bertransformasi menjadi 

suatu entitas dari masyarakat heterogen baik dari latar belakang asal-usul, 

mata pencaharian, tingkat pendidikan sampai pada agama yang dianut. 

Heterogenitas ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang telah 

dilakukan yang mana kesemuanya itu menunjukkan bahwa desa telah, 

sedang dan akan berdinamika sebagai dampak dari tuntutan internal dan 

eksternal desa yang pada akhirnya mengubah desa menjadi lebih beragam 

dalam berbagai aspek kehidupan (Jamaludin, 2015; Murdiyanto, 2008).  

Para peneliti mengambil perspektif berbeda tentang desa, mulai dari 

melihat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, melihat desa sebagai 

lokalitas sosial dan budaya, melihat desa sebagai entitas masyarakat yang 

memiliki local genius, sampai pada melihat desa sebagai local self 

government yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di tingkat lokal. 

Kajian desa yang luas dari berbagai perspektif menunjukkan bahwa desa 

sebagai entitas yang berdimensi ganda, mulai dari kesatuan masyarakat yang 

memiliki nilai dan budaya lokal, sampai pada sebagai kesatuan masyarakat 

berpemerintahan yang memiliki struktur birokrasi. Didasarkan pada 

pemahaman tersebut, maka kajian-kajian yang memfokuskan pada studi 

perdesaan tidak akan bisa dilepaskan dari 2 (dua) dimensi tersebut, termasuk 

di dalamnya kajian mengenai moderasi beragama di desa, maka akan secara 

langsung berkaitan dengan nilai dan budaya yang berkembang di tengah-

tengah masyarakat dalam membentuk struktur sosial desa (entitas 
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NILAI STRATEGIS MODERASI  

BERAGAMA DI DESA 

 
Adopsi moderasi beragama dalam konteks desa memiliki nilai strategis 

yang tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan 

kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam konteks penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penerapan nilai-nilai moderasi 

beragama secara optimal di desa tidak hanya akan mampu mewujudkan 

struktur sosial yang akomodatif terhadap heterogenitas masyarakat, tetapi 

juga mampu menciptakan pemerintahan desa yang terbuka, egaliter, inklusif, 

serta mampu mewujudkan pembangunan desa yang terbuka dan partisipatif. 

Peran strategis moderasi beragama di desa diharapkan mampu menjadi 

bagian dari proses pengembangan desa ke arah yang lebih baik, sehingga 

desa dengan segala dinamika yang ada di dalamnya dapat menjadi entitas 

heterogen yang harmonis yang diharapkan bisa mewujudkan tatanan 

kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang terbuka, egaliter dan 

inklusif.  

Upaya menempatkan moderasi beragama secara strategis dalam 

perkembangan desa dapat dilakukan secara terpadu mulai dari membangun 

tata kehidupan masyarakat sampai dengan membangun tata pemerintahan 

desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan di satu sisi masyarakat desa selama 

ini menjadi bagian dalam pembentukan entitas yang ada di desa, di sisi lain 

dalam konteks pemberlakuan undang-undang desa, pemerintah desa 

diposisikan secara strategis sebagai birokrasi di tingkat lokal yang memiliki 

hak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat.  
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AKTOR-AKTOR DALAM  

PENERAPAN MODERASI BERAGAMA 

 
Aktor dalam konteks desa diartikan sebagai orang-orang yang terlibat 

dalam penyelenggaraan kehidupan di desa yang mana aktor-aktor tersebut 

memiliki kedudukan atau posisi tertentu baik dalam struktur formal maupun 

dalam struktur informal desa (Dwinugraha, 2017; Gunadi et al., 2020; 

Wirasandi, 2018). Aktor-aktor dalam struktur desa yaitu mereka yang berhasil 

menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, sehingga mereka memiliki 

kecakapan dan kualitas sebagaimana tuntutan dari kedudukan dalam struktur 

yang ada di desa tersebut. 

Aktor-aktor dikaitkan dengan struktur politik dan pemerintahan diartikan 

sebagai relasi antara yang memerintah dengan yang diperintah, sehingga 

memunculkan sekelompok kecil orang yang memerintah masyarakat. Lebih 

lanjut, aktor berkenaan dengan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki untuk 

mempengaruhi masyarakat (Asri, 2013; A. P. Ramadani & Nasiwan, 2022; 

Sandy, 2020). 

Kedudukan aktor dibagi menjadi 2 (dua) kelas, yaitu: Pertama, aktor yang 

memiliki kekuasaan dan kewenangan memerintah atau menduduki jabatan 

dalam struktur organisasi pemerintah. Kedua, lapisan lebih rendah, yaitu non-

aktor yang mana mereka tidak memiliki kewenangan kekuasaan atau 

kewenangan dalam pemerintahan, aktor-aktor ini antara lain yaitu tokoh 

masyarakat dan tokoh agama (Hutabarat, 2019; Zuhro, 2009). 

Aktor-aktor dalam konteks desa sebagaimana secara konseptual 

dijelaskan di atas, maka dapat dibagi ke dalam 2 (dua), yaitu: Pertama, aktor 

yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa (Astika & Sri Subawa, 2021; 

BAB  
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BENTUK SIKAP DAN PERILAKU  

BERBASIS MODERASI BERAGAMA 

 
Praktik perilaku berbasis nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks 

penyelenggaraan kehidupan di desa tidak hanya akan mampu memberi 

dampak positif bagi terciptanya kehidupan harmonis antar sesama 

masyarakat, tetapi juga mampu menjadi katalisator pembangunan desa yang 

tengah dilaksanakan yang mana berbagai program pembangunan desa akan 

dapat diselenggarakan dengan baik karena adanya dukungan lingkungan 

masyarakat yang kondusif, konstruktif dan partisipatif. 

Penerapan moderasi beragama dalam konteks penyelenggaraan 

kehidupan desa juga akan mampu membangun struktur sosial desa yang 

terbuka, dinamis dan inklusif yang ditunjukkan dengan adanya kesetaraan, 

pengakuan keberagaman, saling menghormati dan menghargai melalui 

tindakan komunal masyarakat desa. Hal ini akan berimplikasi pada adanya 

kesinambungan antara nilai-nilai moderasi beragama dengan nilai dan budaya 

lokal desa yang telah terbentuk dalam struktur sosial desa, sehingga 

masyarakat akan mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai 

tersebut.    

Setiap unsur yang ada di desa memiliki peran untuk turut serta dalam 

penerapan moderasi beragama di desa sesuai dengan kedudukan dan 

kapasitasnya masing-masing. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang berbasis 

moderasi beragama merupakan bukti komitmen akan relevansi nilai-nilai 

moderasi beragama dengan penyelenggaraan kehidupan yang ada di desa. 

Sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama 

harus mampu diwujudkan dalam semua tingkatan yaitu dalam tingkat 

individu, tingkat masyarakat dan tingkat pemerintah desa secara kolektif, 
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MANFAAT MODERASI BERAGAMA DI DESA 

 
Penerapan moderasi beragama merupakan usaha kolektif yang dilakukan 

oleh berbagai pihak yang ada di desa yang mana hal ini dilandasi keinginan 

untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan bermasyarakat di desa. Hal ini 

menjadi wajar dikarenakan desa selama ini menjadi entitas yang selalu 

merefleksikan kehidupan saling menghargai dan menghormati antara sesama 

warga masyarakat, sehingga penerapan moderasi beragama di desa 

merupakan bentuk perwujudan dari komitmen berbagai pihak untuk tetap 

menjaga kondusifitas lingkungan desa. Lebih lanjut, hal ini juga didasarkan 

atas kondisi desa saat ini yang mana banyak desa menjadi entitas masyarakat 

yang heterogen dikarenakan adanya mobilitas penduduk dan faktor-faktor 

lainnya yang menuntut struktur sosial yang ada di desa untuk bersifat terbuka, 

dinamis dan inklusif.  

Terwujudnya moderasi beragama di desa harus dapat dirasakan 

manfaatnya oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha penerapan moderasi 

beragama, pihak-pihak tersebut merupakan aktor yang secara aktif 

menerapkan nilai-nilai moderasi beragama sesuai dengan kedudukan dan 

kapasitasnya masing-masing.  

Manfaat penerapan moderasi beragama apabila diuraikan ke dalam aktor 

penerima manfaat penerapan moderasi beragama, maka setidaknya dapat 

dibagi ke dalam 3 (tiga), yaitu: Pertama, warga masyarakat sebagai individu 

yang secara mandiri melalui pengetahuan dan pemahamannya turut aktif 

menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Kedua, masyarakat sebagai 

entitas komunal yang telah berusaha membangun relasi sosial di antara 

sesama warga masyarakat yang dilandaskan pada nilai-nilai moderasi 

beragama. Ketiga, pemerintah desa yang melalui perannya sebagai birokrasi 

publik di tingkat lokal telah membuat berbagai agenda penyelenggaraan 
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